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ABSTRAK 

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH PADA 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2016-2019 

Annis Mulyani 

Program Studi D4 Akuntansi Keuangan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menganalisis Kinerja Keuangan 

Pemerintah Daerah pada Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2016-2019. 

Pengukuran kinerja keuangan menggunakan perhitungan varians pendapatan dan 

belanja untuk penyerapan realisasi APBD, perhitungan rasio kemandirian, 

ketergantungan, derajat desentraslisasi fiskal dan efektifitas pendapatan untuk 

kinerja pendapatan serta rasio pertumbuhan, keserasian belanja dan efisiensi 

belanja untuk kinerja belanja. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif 

kuantitatif metode studi kasus. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

data sekunder berupa data laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

Kalimantan Barat pada (1) Penyerapan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 

tahun 2016-2019 dari varians pendapatan dinilai sudah optimal karena 

realisasinya melebihi target anggaran dengan tingkat presentase 101,31% 

sedangkan dinilai dari varians belanja penyerapan telah mencapai 94,99% yang 

artinya telah terjadi pemaksimalan pada belanja daerah tetapi tidak melebihi target 

anggaran. (2) Kemudian dari kinerja pendapatan dilihat dari rasio kemandirian 

tahun 2015-2019 dikategorikan sedang. Analisis ketergantungan dikategorikan 

sangat tinggi. Analisis derajat desentralisasi tahun dikategorikan sedang. Dilihat 

dari analisis efektifitas PAD dan total pendapatan dikategorikan sangat efektif. (3) 

Kinerja belanja Kalimantan Barat dilihat dari pertumbuhan belanja menunjukkan 

pertumbuhan dengan selisih yang positif, Analisis Keserasian belanja selama 

empat tahun dikategorikan serasi namun keserasian belanja modal dikategorikan 

tidak serasi. Analisis efisiensi belanja menunjukkan belanja yang efisien. 

 

Kata Kunci: Penyerapan Realisasi APBD,Kinerja Keuangan,Pendapatan,Belanja. 
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ABSTRACT 

FINANCIAL PERFORMANCE ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENTS 

IN WEST KALIMANTAN PROVINCE FOR FISCAL YEAR 2016-2019 

Annis Mulyani 

D4 Financial Accounting Study Program 

This study is aimed at  measuring  and analyzing the Financial 

Performance of Regional Government in West Kalimantan Province for the 2016-

2019 Fiscal Year. The financial performance measurement used the calculation of 

income and expenditure variance for the absorption of Local Government Budget 

(APBD )realization, the ratiocalcuation of independence, dependence, degree of 

fiscal decentralization and effectiveness of income for income performance as 

well as growth ratios, spending compatibility and spending efficiency for 

spending performance. This research employed a descriptive quantitative 

approach with a case study method. The data used in this study was secondary 

data in the form of report data on the realization of the Regional Revenue and 

Expenditure Budget (APBD) of West Kalimantan Province.The results of the 

analysis show that West Kalimantan in (1) Absorption of revenue and expenditure 

budget realization in 2016-2019 from the income variance is considered optimal 

because the realization exceeds the budget target with a percentage level of 

101.31% while the absorption expenditure variance has reached 94.99% which 

means that there has been a maximization of regional spending but not exceeding 

the budget target. (2) The income performance as shown in the independence 

ratio in 2015-2019 is categorized as medium. Dependency analysis is identified as 

very high. The analysis of the decentralization degree in the year is categorized as 

moderate. The effectiveness of Local Own- Source Revenue (PAD) and total 

income is identified as very effective. (3) West Kalimantan's expenditure 

performance seen from spending growth reveals a positive difference of growth, 

the analysis of compatibility expenditure for four years is categorized as 

compatible but the compatibility of capital expenditures is categorized as 

incompatible. Expenditure efficiency analysis reveals efficient spending. 

 

Keywords: Absorption of APBD Realization, Financial Performance, Income, 

Expenditur 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia sudah semakin 

meningkat dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah. Awal dimulainya 

otonomi daerah dimuat pada UU No. 32 Tahun 2004 hasil revisi mengatur tentang 

Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan Pemerintahan 

Pusat dan Daerah dalam UU No. 33 Tahun 2004(Kementrian Keuangan, 2015). 

Pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi diberi wewenang secara leluasa 

dan mandiri untuk mengolah seluruh sumber daya yang ada didaerahnya sesuai 

dengan potensi yang dimiliki salah satunya adalah Pendapatan Asli 

Daerah.Adanya kewenangan pemerintah dalam mengelola potensi 

mandiridaerahnya mengakibatkan pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja 

terutama dalam laporan keuangan. 

Laporan keuangan disusun untuk menyajikan dan memberikan informasi 

yang relevan selama periode pelaporan.Selain itu juga untuk menunjukkan hasil 

yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan seperti akuntabilitas, transparansi dan 

evaluasi kinerja(Pramono, 2014).Namun, saat ini laporan keuangan pemerintah 

masih kurang transparan dan akuntabel karena belum sepenuhnya disusun 

mengikuti standar akuntansi pemerintahan sesuai PP No 71 Tahun 2010 sebagai 

acuan dalam kinerja keuangandalam rangka peningkatan kualitas laporan 

keuangan.Padahal transparansi sangat penting bagi masyarakat publik agar 

masyarakat mengetahui apakah pemerintah sebagai pihak yang mengelola 

keuangan daerahnyaberhasil menjalankan tugasnya dengan baik. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam kinerja pengelolaan keuangan daerah 

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahyang 

menggambarkan kemampuan kinerjanya dalam membiayai kegiatan tugas 

pembangunan (Halim, 2007).Menurut Kementrian Keuangan (2003)APBD adalah 

rencana keuangan tahunan yang sudah disetujui oleh DPRD dengan jangka masa 

satu tahun anggaran, mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.Dalam satu 

tahun, anggaran harus dapat direalisasi sehingga perencanaan keuangan tersebut 
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dapat menjawab permasalahan yang ada di daerah. Apakah rencana programdapat 

terlaksana, apakah program yang dijalankan efektif dan apakah realisasi 

pendapatan dan belanja telah efisien.Untuk mengetahui semua itu maka 

pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran. 

Laporan Realisaasi Anggaran dalam APBD menjadi salah satu bentuk 

laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah yang disusun dan disajikan untuk 

melihat sejauh mana aktivitas anggaran daerah seperti pendapatan dan 

belanja.Melalui LRA kinerja keuangan daerah dapat dianalisis denganindikator 

yang digunakan untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola 

keuangan daerah yaitu dengan menggunakan rasio keuangan terhadap APBD 

(Halim dan Kusufi, 2012). Laporan realisasi ini memberikan informasi yang 

bermanfaat dalam menilai kinerja keuangan.Berdasarkan LRA tersebut komponen 

yang digunakan untuk dianalisis adalah Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. 

Penelitian ini mengambil objek pada Pemprov Kalimantan Barat 

dimanaPengukuran kinerja Provinsi Kalimantan Barat disajikan dalam bentuk 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) mengacu pada 

Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman 

Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Permasalahan 

yang timbuldalam pelaksanaan APBDadalah Laporan Keuangan Pemerintah 

Daerah (LKPD) Kalimantan Barat tidak sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah yang dijadikan standar untuk penilaian kinerja keuangan pemerintah. 

Hal ini disebabkan oleh ketidakpatuhan Pemprov terkait pelaksanaan APBD, 

dimana Pemprov Kalbar melakukan perubahan anggaran tanpa persetujuan DPRD 

padahal menurut Martinus (2018) pergeseran anggaran tidak ditetapkan dalam 

perda perubahan sehingga mengakibatkan Pemprov Kalimantan Barat tahun 2018 

memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dimana selama enam 

tahun sebelumnya telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

(Pontianak Post, 2018).  

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK, tahun 2012 

sampai 2013 Kalimantan Barat memperoleh opini WTP DPP dan tahun 2014 

sampai 2017 memperoleh WTP bahwa penyusunan Laporan Keuangantelah 

sesuai dengan SAP berbasis akrual, telah diungkapkan secara memadai, dan tidak 
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terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material, serta telah 

menyusun dan merancang unsur-unsur SPI. Namun tahun 2018, Kalimantan Barat 

memperoleh hasil WDP oleh BPKkarena perubahan anggaran yang 

mengakibatkan realisasi belanja transfer melampaui anggaran belanja, sebesar 

Rp753.482.296.620 dengan realisasi Rp961.407.995.045 sehingga mempengaruhi 

langsung laporan keuangan (BPK Kalbar dan Klinikakuntansi, 2018).  

Selain itu, Berdasarkan catatan Kemendagri pada tahun 2019 total 

pendapatan Kalimantan Barat sebesar Rp5.939.753.156.803,85dengan 

penerimaaan terbesar berasal dari pendapatan transfer dibandingkan PAD yang 

artinya pemerintah masih memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat. 

Namun besarnya pendapatan tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada 

belanja daerah dimana realisasi penyerapan APBD hanya mencapai 85%. 

Rendahnya realisasi APBD Kalimantan Barat disebabkan oleh belanja modal 

yang tidak berjalan karena efisiensi anggaran yaitu Rp 1.040.727.102.824,33 dan 

terealisasi Rp 871.09.747.356,21 atau sisa lelang dan program yang tidak 

terlaksana atau gagal lelang. Selain itu korupsi APBD juga mengakibatkan 

serapan anggaran menjadi rendah (Suarapem.kalbar, 2019).  

Dari permasalahan tersebutternyata juga berpengaruh pada pertumbuhan 

ekonomi Kalimantan barat diketahui pada tahun 2019 mengalami perlambatan 

yaitu 5,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 5,06%, rendahnya 

Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM)karena keterbatasan akses masyarakat 

untuk memperoleh pelayanan salah satunya pendidikan dan meningkatnya 

pengangguran dari 4,26% menjadi 4,45% dikarenakan rendahnya penyerapan 

lapangan pekerjaan yang tersedia (BPS Kalimantan Barat, 2019). 

Mengingat peran pemerintah daerah dalam pelayanan publik dan 

pengelolaan sumber pendapatan dan belanja daerah sangat menentukan 

keberhasilan pelaksanaan otonomidaerahnya. Masyarakat diharapkan dapat 

menilai sejauh mana keberhasilan kinerja pemerintah daerah 

denganmembandingkan kinerja keuangan yang direncanakan dengan yang 

dicapai. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dalam penyusunan LKPD Kalimantan Barat, penyusunan tidak sesuai 

dengan aturan Standar Akuntansi Pemerintahanyang mengakibatkan pemprov 

memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat  opini WDP 

terjadi terkait pelaksanaan APBD, dimana Pemprov Kalimantan Barat melakukan 

perubahan anggaran tanpa persetujuan DPRD yang mengakibatkan realisasi 

belanja melampaui anggaran belanja. Kemudian, besarnya anggaran pendapatan 

pemprov Kalimantan Barat juga tidak dapat direalisasikan secara maksimal pada 

belanja modal dearah dimana masih kurangnya daya serap anggaran belanja. 

Rendahnya realisasi ini disebabkan oleh belanja modal yang tidak berjalan karena 

adanya efisiensi anggaran atau sisa lelang serta program yang tidak terlaksana 

atau gagal lelang pada akhir tahun. Hal ini mengakibatkan terhambatnya pemprov 

dalam mewujudkan percepatan pembangunan dan berpengaruh padapertumbuhan 

ekonomidaerah.Seperti rendahnya Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM) karena 

keterbatasan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan, kesehatan dan 

pendidikanserta meningkatnya pengangguran dikarenakan rendahnya lapangan 

kerja yang tersediauntuk menunjang aktivitas perekonomian. 

1.3 Pertanyaan Penelitian  

1) Bagaimanapenyerapan anggaran pendapatan dan belanja pada Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Barat ? 

2) Bagaimana kinerjapendapatan daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan 

Barat jika ditinjau dari Kemandirian daerah, Ketergantungan, Derajat 

Desentralisasi Fiskal, dan Efektivitas Pendapatan? 

3) Bagaimana kinerja belanja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 

jika ditinjau dari Analisis Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, dan 

Efisiensi Belanja? 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tersebut, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Untuk menganalisis penyerapan realisasi anggaran pendapatan dan belanja 

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 
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2) Untuk menganalisis dan mengukur kinerja pendapatan daerah Pemerintah 

Provinsi Kalimantan Barat jika ditinjau dari Kemandirian 

daerah,Ketergantungan,Derajat Desentralisasi Fiskal, dan Efektivitas 

Pendapatan. 

3) Untuk menganalisis dan mengukur menganalisis kinerja pendapatan 

daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat jika ditinjau dari Analisis 

Pertumbuhan Belanja, Keserasian Belanja, dan Efisiensi Belanja  

1.5  Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur di 

bidangakuntansi pemerintahan dan dapat digunakan sebagai referensi 

bahan kepustakaan dalam perluasan penelitian yang sejenis. Bagi peneliti 

selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan 

sumber referensi yang dapat memberikan informasi untuk lebih 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai analisis kinerja 

keuangan pada pendapatan dan belanja daerah. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan 

informasi bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam menentukan 

kebijaksanaan yang akan diambil dalam menentukan anggaran pada tahun 

yang akan datang dan mampu untuk menganalisis kelayakan suatu 

penyusunan anggaran yang telah ditetapkan.  

1.6  Sistematika Penulisan 

Bab 1 : Pendahuluan 

Dalam bab pendahuluan ini menyajikan tentang latar belakang dilakukannya 

penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan.  

Bab 2 : Tinjauan Pustaka 

Pembahasan pada bab ini menjelaskan tentang kajian teori yang menjadi 

landasan penelitian mengenai kinerja keuangan daerah Pemprov Kalimantan 

Barat. 
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Bab 3 : Metodologi Penelitian 

Pembahasan pada bab ini menjabarkan mengenai jenis penelitian, objek 

penelitian, metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. Meliputi informasi tentang bagaimana 

kinerja keuangan daerah.  

Bab 4 : Analisis dan Pembahasan 

Pada bab ini membahas tentang gambaran umum Provinsi Kalimantan Barat, 

hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja pendapatan dan belanja daerah 

Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016-2019 untuk menjawab bagaimana kinerja 

keuangan. 

Bab 5 : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban atas permasalahan 

dan tindakan lanjut bagaimana kinerja keuangan Provinsi Kalimantan Barat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, 

maka dapat diambil kesimpulan: 

1. Penyerapan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Provinsi Kalimantan 

Barat tahun 2016-2019 di tinjau dari varians pendapatan dinilai sudah optimal 

karena realisasinya melebihi target anggaran dengan tingkat presentase 

101,31% sedangkan dinilai dari varians belanja penyerapan telah mencapai 

94,99% yang artinya telah terjadi pemaksimalan pada belanja daerah tetapi 

tidak melebihi target anggaran. 

2. Hasil analisis Kemandirian Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 

dikategorikan tinggi dan tahun 2017 sampai 2019 dikategorikan sedang. 

Presentase 68,16% menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat pada dana 

perimbangan meningkat dan masih mendominasi. Selanjutnya melalui analisis 

Ketergantungan daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 dikategorikan 

tinggi, tahun 2017 sampai 2019 dikategorikan sangat tinggi dengan rasio 

56,91%. Tingginya ketergantungan daerah dipengaruhi oleb besarnya 

kontribusi DAU dan DAK. Dari analisis derajat desentralisasi Kalimantan 

Barat selama empat tahun dikategorikan sedang dimana Kalimantan Barat 

mampu meningkatkan PAD dengan meningkatkan pada pajak daerah namun 

belum mampu menopang pendapatan daerah karena masih berpaku pada 

bantuan pemerintah. Pengelolaan PAD melalui analisis efektifitas tahun 2016 

dikategorikan efektif, tahun 2017 sampai 2019 dikategorikan sangat efektif 

dengan rasio rata-rata sebesar 108,34% sedangkan pengelolaan pendapatan 

tahun 2016 dikategorikan efektif, tahun 2017 sampai 2019 dikategorikan 

sangat efektif. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kemampuan PAD dalam 

pengoptimalan potensi sumber daerah dan total pendapatan selama empat 

tahun melalui pendapatan transefer pusat dalam mencapai target anggaran. 

3. Kinerja belanja Provinsi Kalimantan Barat tahun 2016 sampai 2019 melalui 

analisis Pertumbuhan menunjukkan pertumbuhan belanja yang positif. Analisis 
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Keserasian belanja selama empat tahun dikategorikan serasi dengan presentase 

75,27% dan lebih besar dialokasikan untuk belanja operasional dengan belanja 

terbesar adalah belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan. Namun keserasian 

belanja modal dikategorikan tidak serasi dengan presentase 15,84%. Hal ini 

dikarenakan belum ada standar yang pasti untuk belanja modal, sehingga 

Pemerintah Daerah masih berkonsentrasi pada pemenuhan belanja operasi yang 

mengakibatkan belanja modal belum terpenuhi.Sedangkan pada analisis 

efisiensi belanja menunjukkan belanja yang efisien selama empat tahun 

terakhir sebesar 94,99%artinya kinerja pemerintah Kalimantan Barat pada 

tahun 2016-2019 telah melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi 

pemborosan anggaran dalam penggunaan anggaran. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang diajukan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 

a. Berdasarkan perhitungan efektifitas pendapatan, Pemerintah Kalimantan 

Barat diharapkan dapat mempertahankan efetifitas PAD dari sektor pajak 

sebagai penerimaan PAD terbesar dan meningkatkan pendapatan sektor 

lainnya yang berpotensi menambah PAD, sehingga dapat meningkatkan 

kemandirian dan ketergantungan pendapatan dari Pemerintah Pusat bisa 

semakin berkurang. 

b. Berdasarkan perhitungan keserasian belanja, Pemerintah Kalimantan Barat 

dapat menekan belanja operasi (rutin) dan meningkatkan porsi belanja untuk 

belanja modalyang lebih mengarah pada pelayanan publik dan infrastruktur 

yang menopang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

c. Berdasarkan perhitungan efisiensi belanja, Pemerintah Kalimantan Barat 

diharapkan dalam merealisasikan komponen-komponen belanja daerah 

dapat di pertahankan bahkan ditingkatkan lagi agar kedepannya tidak ada 

kelebihan belanja dalam efisiensi kinerja belanja. 
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2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Bagi penelitian berikutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik 

yang samadiharapkan dapat menambah metode dengan melakukan wawancara 

agar mendapatakan informasi yang lebih terperinci sehingga dapat diketahui 

dengan jelas alasan terjadinya kenaikan dan penurunan pada realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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